WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG

PELAKSANAAN SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PADA SELURUH UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

o

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu
tolak ukur keberhasilan program reformasi birokrasi guna peningkatan
kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah, menyebutkan Setiap unit pelayanan instansi pemerintah
baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan
kepada masyarakat wajib menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) secara periodik dan berkesinambungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b
konsideran ini perlu menetapkan dengan Instruksi Walikota
Banjarmasin;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 1820);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5038);



Kepada

Untuk
KESATU

KEDUA

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Pelayanan Publik;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Banjamasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 23);

MENGINSTRUKSIKAN

Seluruh Kepala Badan/ Dinas/ UPT, Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala
pada unit penyelenggara pelayanan publik yang saudara pimpin dengan
jangka waktu survey 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau
sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan
mempedomani Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004.

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Banjarmasin c.q.
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin untuk
diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.



O

KETIGA

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Nopember 2012

/ WALIKOTA BANJARMASIN,&
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